
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparutur 

Sipd Negara [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Nc-gara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

Tahun 2011 ten tang 

Perundang-undangan 
Indonesia Tahun 201 I 

Undang-Undang Nomor I 2 
Pembentukan Peraturan 

(Lembaran Negara Republik 

3 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat ( I) Pcraturan 

Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 teruang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintab wajib 

mcnyusun kcburuban jumlah dan jenis Jabacao 
Pegawai Negeri s,pil berdasarkan analisis jabatan da.n 

analisis beba.n kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dunaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraruran 

Bupati tentana Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di 
t.ingkungan Pemenntah Kabupaten Temanggung; 

I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembenrukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

L,ngkungan Provins, Jawa Tengah; 

BUPATI TEMA:.IGGUNG, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Memmbang: 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGOUNO 

20 TAHUN2018 

TE1'1ANG 

ANALISIS JABATAN PEGAIVAI NEGERI SIPIL 

NOMOR 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVJNSI JAWA TENGAH 

PERATURI\N BUPATI TEMANGGUNG 



5. Undang-Undang !'iomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmenntahan Daerah (Lembaran l'iegara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerinrah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Dae rah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 I 6 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tarnbahan 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawal l'iegen Sipil (l..embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pcmbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor o04 1 ); 

lO. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentaug 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaga N~ Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 '.'lomor 199); 

11. Peraruran Dacrah Kabupatcn Temanggung Nomor l O 
Tahun 2016 tenrang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Temangung Tahun 20Jo Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 68); 

12. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 25 Tahun 2012 
tentang Anahsis Jabatan diling)rungan Kementenan 
OaJam !'iegeri dan Pemerintah Daerah (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 



Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dcngan : 

1. Oacrah adalah Kabupatea Temanggung. 
2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan 
yang rnenjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Sekretaris Oaerah yang selaniutnya disebut Sckda adalah Sckretaris Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang sclanjumya disingkat OPD adalah 
adalah unsur pembanru Bupau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewenangan 
daerah. 

BAB! 
KET~TUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG AJ1IALISIS JABATAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 UNOKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMAXGGUXG 

Menet.apkan 

MEMtrrUSKAN: 

13. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 33 Tabun 201 J tentang 
Pcdoman Analis,s Jabatan; 

14. Peraruran Kepala Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 12 
Tabun 20 II ten tang Pedoman Pelaksanaan Analisis 
Jabatan, 

15. Peraruran Bupa1i Temanggung Nomor 60 Tabun 2016 
tentaag Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah. Kabupaten Tcmanggung 
(Berita Daerah Kabupatcn Tcmanggung Tahun 2016 
Nomor60); 

16. Peraruran Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2016 
tetang Staf Ahb Bupati Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Tcmanggung Tahun 2016 Nomor 61); 

17. Pcraruran Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Pcmbcntukan dan Susunan Organisasi Unit 
Pelaksana Tekms Dinas IIJPTD), Unit Pclaksana Teknis 
Badan (UPTB). dan Satuan Pendidikan Kabupaten 
Temanggung (Benta Oaerah Kabupatcn Tcmanggung 
Tahun 2016 Nomor 62). 



(1) Analisis Jabatan terdiri dari : 

a identitas jabatan; 
b. ringkasan tugas; 
c. rincian tugas; 
d. wewenang, 
c. tanggungjawab; 

BAB Ill 
A.~AUSJS JABATAN 

Pasal 3 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai alat/lnstrumen 
untuk melaksanakan rnanajemen Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraruran Bupati ini adalah sebagai dasar 
penyusunan dan penetapan kcbutuhan, pcngadaan, pangkat dan jabatan, 
pcngembangan karier, pola karier, promosi dan rnutast pegawai, 

BAB II 

\fAKSUD DAN TWUAN 

Pasal 2 

8. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan tcknis untuk memperoleh data 
jabatan, mengolahnya mcnjadi informasi jabatan dan menyajikannya bagl 
kepentingan program kelembagaan, kcpcgawaian, keratalaksanaan dan 
perencanaan diktat. 

9. Jabatan fungsional adalah seketcmpok jabatan yang berisi fungsi dan rugas 
bcrkaitan dcngan pclayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, canggung 
jawab, wewenang dan hale Apa.ratur Sipil Negara da}am rangka mcnjalankan 
tugas pokok dan rungs, keahhan dan/atau kererampilan untuk mencapai 
tujuan organisasL 

11. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi idenutas 
pcnarnaan jabatan dibawah eseton terendah Organisasi Perangkat Daerah. 

• 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag! 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dcngan pcrjanjian kcrja yang 
bekerja pads instansi pemerim.ah. 

7. Pcgawai Aparatur Sipil Negara yang' selanjutnya disebur Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemcrintah dcngan pcrjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalarn 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi rugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas neg~ lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 



BERlTA DAERAH KABUPATEN TEMAi"iGOUNG TAHUN 2018 NO MOR 3J 

SEKRETARJS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 17 .: '91' 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 17 ·.,;. 7"1£ SEK DA 

Peraruran Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar senan orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dcngan penempatannya dala.m Serita Dacrah Kabupatcn 
Temanggung. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

(2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tersebui dalam 
Lampiran yang rnerupakan bag,an tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini, 

f. hasil kerja: 
g. bahan kerja; 
h. perangkat kerja: 
i. hubungan jabatan; 
j. keadaan tempat kerja; 
k. upaya fisik; 
I. kcmungkinan resiko bahaya: dan 
m. syarat jabatan. 



Memimpin dan melaksanakan rugas mcmbantu Bupati Temanggung 
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 
terbadap pelaksanaan rugas Perangkat Daerah serta pclayanan 
administratif 

5. Uraian Tugas 
a. merumuskan program kerja di linglrungan Pemcrintah Kabupatcn 

Temanggung mcliputi bidang pemerintahan, pcmbangunan, 
kcmasyarakatan, kctatalaksanaan keorganisasian serta lcknik 
admmistrasi berdasarkan rencana strategis Kabupaten sebagai 
pedoman pelaksanaan rugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan rugas di lingkungao Pemerint:ah 
Kabupaten Temanggung dan instansi terkait sesuai dengan program 
yang telah ditetapkan dan kcbijakan Bupati agar target kerja 
tercapai sesuai rencana; 

c. rnendistribusikan rugas kepada para Asisten Sekrctaris Daerah, para 
Kepala Bagian pada Sekretariat Dacrah dan para Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn 
Temanggung sesuai tugas dan lrewcnanngannya; 

d. membina bawahan di lingkungan Pemcrintah Kabupaten 
Temanggung dengan cara mcngadakan rapal/ pertemuan dan 
bimbingan secara berkala agar diperolch kinerja yang diharapkan; 

e. mengarahka.n pelaksanaan tugas kepada para Asisten Sekrctaris 
Daerah, para Kcpala Bagian pada Sckrctariat Daerah maupun para 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dcngan rugas, tanggung 
jawab, permasalaban dan hambatan serta ketenruan yang berla.ku 
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Ikhtisar Jabatan 

b. Eselon D :Sckretariat Dacrah Kabupaten Temanggung 

c. Eselon m r- 

d. Esclon IV :- 

a. Eselon I : · 

L Nama Jabatan :Sckretaris Dacrah 

2. Kodc Jabatan 

3. Unit Organisasi 

ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERlfl.'TAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NO MOR : :,, TAHUN 2018 
TENTANG :ANALISIS JABATAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
KABUPATEN TEMANGGUNG 



No Bahan Keria 
. dalam rusas 

1. Renstra Kabupaten Perumusan Program 
Teman 

2. Program Kerja Llrtit (Eselon ll) Pengkoordinasian pelaksanaan 
ruzas unit keria 1Ese)on 

3. Data Pegawai Pembinaan bawahan (ti 
linokun"an unit keria 

4. Jabaran Togas dan Program Pembinaan tugas bawahan 
Keria Unit 

6. Bahan Kerja 

J· merumuskan kebijakan penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Alcuntabilitas 
Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan kewenangannya baik Urusan 
Wajib, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan peJayanan dasar 
dan urusan piliban konkuren yang diberikan kepada Pemerintah 
Kabupatcn/Kota;sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

k. menyelenggarakan monitoring dan cvaluasi kebijakao; 

I. menyampaikan saran pertimbangan dan/atau Telaahan Star kcpada 
Bupati sebagai bahan masukan dan pcrtimbangan dalam 
pengambilan keputusan serta kebijakan; 

m. mengevaluasr peJaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kabupaten 
Temanggung dengan cam membandingkan rencana dengan kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 
rencana yang akan datang; 

n. mcnyusun laporan pelaksanaan rugas di lingkungan Sckretariat 
Oaerah sesuai dengan kcgiatan yang telah ditaksanakan sebagai 
akuntabilitas kinerja; dan 

I) melaksanakan rugas kedioasan lain yang diberikan pimpinan baik 
lisan maupun terrulis. 

pcmcrintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, 
keorganisasian, pengelolaan sumber daya apararur, keuangan, 
prasarana dan sarana Pemerintah Kabupaten; 

i. merumuskan pcraturan perundang- undangan, Keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan perunjuk tcknis bidang pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian 
serta teknik: adminisrrasi; 

bi dang di administrasi pelaksanaan h, mengkoordinasikan 

£. menjabarkan instruksi/perintah Bupati, perunjuk pelaksanaan serta 
masukan dari Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung dengan mempelajari, mcmabami sena d.isesuaikan 
dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 
dapat memperlancar pelaksanaan kcgiatan; 

g. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pembangunan, 
pengelolaan anggaran dan pcngendaliannya unruk kelancaran serts 
tertib administrasi pelaksanaannya; 



8. Hasil Kerja 
a. Ookumen penunusan program kerja di lingkungan Pcmerintah 

Kabupaten Temanggung meliputi bidang pemerintahan, 
pcmbangunan, kemasyarakatan, kctatalaksanaan keorganisasian 
serta tekru'lc administrasi berdasarkan rcncana stratcgis Kabupaten 
scbagai pcdoman pelaksanaan tugas; 

No Alat Keria Di dalam iueas 
1. Tupoksi dan Kebijakan Mcrumuskan program kerja 

Pimpinan 
2. Pro Kena Unit Men-~-rdinasikan tuaas 
3. Tu-ksidan am Kcria Membina bawahan 
4. Program Kerja Unit '.\lengarabkan pelaksanaan 

. t11m115 

5. SOP dan Juknis, Jabatan Pengarahan pelaksanaan tugas - sdan Keria Unit • 
6. Pcrintah Bu=ti Meniabarkan keeietan 
7. Juknis dan peraturan Koordinasi perumusan 

kebiiakan 
8. J uknis dan peraturan Koordinasi pelaksanaan 

administrasi 
9. Juknis dan peraruran Koordinasi perumusan 

kebiiakan 
10 Program kcrja, Juknis, Moncv Kcbijakan 

Peraturan dan bahan laooran 
11 Juknis, pcraturan. telaahan Saran dan pcrtimbangan 

star 
12 Rencana Program Kerja Mcngcvaluasi pclaksanaan 

tuzas 
13 SOP dan PetuniukTeknis Membuat lanoran 
14 Surat Perintah dan Peraruran Melalcsanakan rugas kedinasan 

Terkait lain 

7. Pcrangkat/ Alat Kerja 

5. SOP dan .Juknis, Jabaran Pengarahan peiaksanaan rugas 
Tuaas dan am Kena Unit 

6. Perintah Buoati I Meniabarkan keziatan 
7. Juknis dan peraturan Koordinasi penunusan 

kebiiakan 
8. Juknis dan peraturan ' Koordinasi peiaksanaan 

administrasi 
9. Juknis dan peraturan Koordinasi perumusan 

kebiiakan 
LO Program kerja, Juknisl Monev Kebijakan 

Pcraturan dan bahan Iaooran . 
11 Juknis, peraruran, telaahan Saran dan pertimbangan 

staf 
12 La po ran Peiaksanaan Togas Evaluasi pelaksanaan tugas 

Bawahan 
13 taooran Hasil K...,;•tan Penvusunan laooran 
14 Instruksi Pimpinan Pelalcsanaan rugas kedinasan 

lain 



b. terlaksananya rugas di linglrungan Pemerintah Kabupaten 
Temanggung dan instansi terkait sesuai dcngan program yang telah 
ditetapkan dan kebijakan Bupati agar target kerja tercapai scsuai 
rencana 

c. Terlaksananya pendistribusian rugas kepada bawahan di lingkungan 
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan rugas pokok dan 
IQJ'lggung jawab yang ditetapkan scbingga tugas yang diberikan 
dapat berjalan efektif clan efisien; 

d, Terlaksananya pcmbinaan pega~ai di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Temanggung dengan cara meng;adakan rapat/pertemuan 
dan bimbingan secara berkala; · 

e. tcrarahnya pelaksanaan rugas kepada para Asisten Sekretaris 
Daerah, para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah maupun para 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, ianggung 
jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku 
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan rugas; 

f. tersampaikannya insDUksi/perintah Bupati, pcrunjuk pelaksanaan 
serta masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung dengan mempclajari, memabami serta disesuaekan 
dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 
dapat memperlanear pelaksanaan kegiatan; 

g. terlaksanya koordinasi perumusan kebijakan pembangunan, 
pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelanearan serta 
tertib administrasi pelaksanaannya; 

h. terlaksananya pclaksanaan adminisrrasi di bidang pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, kecrganisasian, 
pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan 
sarana Pemerintah Kabupaten; 

i. Dokumen perumusan peraturan perundang- undangan, Keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan pctunjuk teknis bidang pemerintahan, 
pembangunan, kernasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian 
serta teknik administrasi; 

J· Dokumcn perumusan kebijakan penyusunan Laporan Keterengan 
Pertanggungjawaban Kcpala Daerah dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan kewenangannya baik Urusan 
Wajib, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 
dan urusan pilihan konkuren yang diberikan kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota;sebagaj dasar pelaksanaan rugas; 

k. terselenggaranye monitoring dan evaluasi kebijakan; 
I. tersampaikannya saran pertimbQJ'lgan dan/atau Telaahan Staf 

kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 
pengambilan kepurusan serra kebijakan; 

m. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
Sekrctariat Dinas Lingkungan Hidup dengan cara mernbandingkan 
antara rencana opcrasional dengan rugas-tugas yang telah 
ditaksanakan sebagai bahan !aporan kegiatan dan perbaikan kinerja 
di masa yang akan datang; 



n. Dokumcn Laporan pelaksanaan rugas Sekretariat Daerah sesuai 
dengan tugas yang tclah dilaksanakan secara berkala sebagai 
bentuk akuntabilitas lrinerja 

9. Tanggung Jawab 
a. Kebenaran perumusan program kerja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Temanggung meliputi bidang pemcrintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan keorganisasian 
serta teknik administrasi berdasarkan rencana atrategis Kabupaten 
sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 

b. Kelancaran pelaksanaan rugas di ijngkungan Pemerintah Kabupaten 
Temanggung dan instansi terkait sesuai dengan program yang tclah 
ditetapkan clan kcbijakan Bupati agar target kerja tercapai sesuai 
rencana; 

c. Ketepatan pendistribusisan rugas kepada para Aststen Sekretaris 
Daerah, para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan para 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerintah 
Kabupaten Temanggung sesuai tugas dan kewenanngannya: 

d. Kelancaran membina bawahan di lingkungan Pemerintah Kabupalco 
Temaoggung dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan 
bimbingan secara bcrkala agar diperolch lrincrjayang diharapkan; 

e, Ketcpatan pengarahan rugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah, 
para Kepala Bagian pada Sekretariat Dacrah maupun para Kepala 
Organisaei Perangkat Daerah sesuai dengan rugas. tanggung jawab, 
permasalahao dan hambatan serta ketentuan yang berlaku 

f. Kebenaran dan keakuratan dalam menjabarkan instruksi/perintah 
Bupati, petunjuk pelaksanaan serta masukan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dcngan 
mempelajari, memahami serta disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

g. Kelancaran koordinasi perumusan kcbijakan pembangu:nan, 
pengelotaan anggaran dan pengendaliaonya untuk kclancaran serta 
tertib administrasi pelaksanaannya; 

h. Kelancaran pela.ksanaan administrasi di bidang pernerintahan, 
pernbangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian, 
pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan 
sarana Pemerintah Kabupaten; 

,. Kebenarao perumusan peraturan perundang- undangan, 
Kepurusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang 
pemerintahan, pembangunan, kcmasyarakatan. ketatalaksanaan, 
kecrganisasian serta teknlk administrasi; 

j. Kebenaran perwnusan kebijakan penyusunan Laporan Kctcranga.o 
Pertanggungjawaban Kepala Oaerah dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Daerah dalam penyclenggaraan kewenangannya baik Urusan 
Wajib, Urusan Wajib yang ticlak berkaitao dcngan pclayanan dasar 
dan urusan pilihan konkuren yang diberikan kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota;sebagai dasar pelaksanaan ragas; 



No Jabatan Unit !Ce"&' I · 1"111am Ral 
I. Bupati/Wakil Temanggung Konsultasi, 

Bupati Koordinasi, 
Menerima Periotah, 
Laporan 
oelaksanaan Tuoas 

2. Kepala OPD di Lingkungan Penyeliaan, 
Pcmerintah Koordinasi d.an 
Kabupatcn Konsolidasi 
Teman 

3. Sekretaris daerah Se Indonesia 

1 L Korelasi Jabatan 

a. Mengawasi selurub perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan 
suatu program, beberapa scgmen program (yang dikelola mclalui 
beberapa unit organisasi bawahan), atau beberapa fungsi st.af 
yang setara, termasuk pengembangan, peougasan, dan 
pencapaian rujuan dan sasaran pcjabat pcnyelia unit organisasi 
bawahan. 

b. Mcnyetujui rencana kerja jangka panjang (mulri-tahunl yang 
dikembangkan oleh pejabat penyelia unit organisasi bawahan clan 
mengelola selurub pckerjaan untuk meningkatkan pcncapaian 
tujuan dan sasaran. 

c. Mengawasi perubahan rcncana jangka panjang, rujuan dan 
sasaran pckerjaan yang diarahkan. 

d. Mengelola perubahan tingkat alokasi clana atau pcrubahan lain 
sebagai ak.ibat dari perkembangan pcrubahao kebijakan atau 
undang-undang. 

e. Mengelola pcrubahan organisasi yang diarabkan, atau perubaban 
besar pada struktur clan isi program atau scgmen program yang 
diarahkan. 

f. Mengalokasikan anggaran dalaln organisasi. 
g. Menetapkan tindakao kcpegawaian dan proposal desain 

organisasi yang direkomendasikan oleh pejabat penyelia bawahan 

10. Wcwcnang 

k. Kclancaran monitoring clan evaluasi kebijakan; 
I. Kebenaran mcnyampaikan saran pertimbangan dan/ aiau Telaahan 

Staf kepada Bupati sebagai baban masukan dan pertimbangan 
dawn pengambilao kepurusan sena kebijakan; 

m, Kelancaran evaluasi pclaksanaan rugas bawahan di lingkungan 
Kabupatcn Temanggung dengan cara membandingkan rencana 
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai baban laporan 
kegiatan clan rencana yang akan datang; 

n. Keakuratan pcnyusunan laporan · pelaksanaan tugas Sek:ret.aris 
Daerab sesuai dengan tugas yang telab diliiksanakan sccara bcrkala 
sebagai bcntuk akuntabilitas l<lnerja. 



I, Keterampilan Kerja 
I) Melakukan Negosiasi dan Mediasl; 
2) Mengopcrasikan Komputer; 
3) Mcngoperasikan internet; 
4) Melakukan Koordinasi dengan unit{lemhaga terkait 
5) Melakukan koordinasi internal dan ekstemal 

e. Pengetahuan Kerja: 
I) Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah; 
2) Menajemen perencanaan; 
3) Manajcman SOM; 
4) Teknik komunikasi 
5) Teknik Negoisasi 
6) Teknik Motivasi 
7) Teknik Penyusunan Program 

:Pembina Utama Muda, N/c 
;04 

14. Syarat Jabatan : 
a. Pangkat/ Oolru 
b. Pendidika.n 
c. Diklat 

I) Penjenjangan : Diklal PIM Tk. ll 
2)Teknis 

• Manajcmen Pemerintahan dacrah; 
• Manajcmen SOM Aparatur; 
, Manajemen Konflik 

d. Pcngalaman Kerja: 
I) Bidang Pemerintahan; 
2) Ekonomi, Pembangunan, Kesra; dan 
3) Administrasi 

l = j Penyebab 
13. Resiko Bahaya: 

[ ~~ I ~ahaya Fisik/MeataJ , 

. . 
"'o As-k !(., 

1. Temcar keria Di dala!n ru 
2. Suhu Suhu normal 
3. Udara Sirkulasi baik 
4. Keadaan ruanean Terbuka'.ITenutuo . 
5. Letak Rat.a 
6. Peneranzan Cukun 
7. Suara Tldak berisik 
8. Keadaan temoat keria Bersih 
9. Getaran Tldakada 

12 Kondisi Linglrungan Kerja · 

4. Pela)cu Usaha Kabuparen Pengawasan, dan 
Teman Koordinasi 

5. Anggota dan Kabupaten Korodinasi 
Pimninan DPRD Teman 



6) Menyusun renja organisasi 
7) Mengcvaluasi kinerja organisasi 

g. Bakac Kerja 
I) G: lntelegensi 
2) V: Verbal 
3) P: Penerapan Bentuk 

h. Tempcramen 
1) 0; Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau 
merencanakan. 

2) I: Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan • pekerjaan 
mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 
pertimbangan mengenai gagasan. 

3) S: Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 
ketegangan jiwa jika bcrhadapan dengan keadaan darurat, 
kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan 
kerja dan pcrhatian ,erus menerus merupakan kcseluruhan 
atau sebagian aspek pckerjaan. 

,. Minat Kcrja 
1) lnvestigatif 
2) Realistik 
3) Konvensional 

j. Upaya Fisik 
1) Berdiri 
2) Duduk 
3) Berbicara 
4) Mendengar 
5) Bcrjalan 
6) Bekerja dengan jar 

k. Kondisi Fisik 
J)Jenis Kelamin: Laki-laki/Perempuan 
2) Umur : tidak ada syarat khusus 
3) Tlnggi Badan : tidak ada syarat kbusus 
4) Bcral Sadan: tidak ada syarat khusus 
5) Postur Sadan : tidak ada syarat khusus 
6) Penampilan : rapi 



SUD YANTO 

16. Burir lnformasi Lain 

No Hasil Kerja 
We.ktu penyelesaian Volume 
(Jnenitj (setabun) 

I. Surat dinas dan memo dinas 

2. Berkas persuratan, 
kepegawaian, barang, 
keuangan serta surar-surat 
dinas lainnya 

3. Arsip persuratan, 
kepegawaian, barang, 
kcuangan serta surat-surat 
dinas lainnya 

4. Laporan Kegiatan 

5. Laporan Tugas Kedinasan Lain 

I. Fungsi Pekerjaan: 

!) Data : 06: menyalin data. 

2) Orang : 07 : melayani orang. 

3) Benda 

15. Prestasi Kerja yang Oiharapkan : 


